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Kesimpulan

Penyerapan anggaran di Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2022

masih menunjukkan adanya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.

Penyerapan anggaran setiap bulan dari januari sampai dengan bulan November

rata-rata sebesar 4% sampai dengan 8%, namun pada bulan Desember realisasi

sebesar 24,13% dimana realisasi anggaran bulan November adalah sebesar 75,35%

sedangkan di bulan desember realisasi anggaran sebesar 99,48%. Dari data ini

menunjukkan bahwa penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun di Biro SDM

Aparatur dan Organisasi pada tahun 2022 masih terjadi.

Penumpukan penyerapan atau realisasi anggaran akhir tahun di Biro SDM

Aparatur dan Organisasi tahun 2022 dilihat dari faktor-faktor penyebabnya adalah:

1.

Faktor Perencanaan Anggaran, masalah perencanaan dalam penelitian ini
terkait dengan data dukung yang sering mengalami keterlambatan karena
adanya jadual dari dari biro perencanaan yang mepet sedangkan prosesnya
masih memerlukan telaah intern dari itjen sebagai catatan dalam pembahasan
dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian keuangan.
Kendala-kendala ini biasanya masih bisa diatasi dengan pengunggahan data
dukung di aplikasi Sakti, kemudian jika ada pemblokiran dari DJA maka
pimpinan diberikan kesempatan pemenuhan data agar bisa dibuka dan
digunakan. Kondisi ini tergantung dari masing-masing satker dalam rangka
pemenuhan data dukung, jika data dukung dipenuhi dengan cepat dan benar
maka pemblokiran anggaran tidak akan terjadi.

Faktor Pelaksanaan Anggaran, masalah dalam pelaksanaan anggaran ini
terjadi karena belum konsistennya penanggungjawab kegiatan atau pelaksana
kegiatan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jadual yang ditetapkan
sebelumnya, tidak semua penanggungjawab kegiatan mengerti terkait
mekanisme-mekanisme pembayaran yang sesuai dengan karakteristik

kegiatan, adanya kekurangan berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan
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yang mengakibatkan prosesnya pengajuan keuangan tertunda, adanya
keterlambatan dalam proses penyetoran berkas pertanggungjawaban
keuangan khususnya pada saat proses GUP dan TUP, adanya aplikasi baru
pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sehingga perlu
penyesuaian dalam pemenuhan berkas-berkas pertanggungjawaban
keuangan.

Faktor pelaksanaan anggaran sangat berpengaruh terhadap

penumpukan anggaran diatas, kemudian kemudian faktor perencanaan
anggaran juga mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran karena
dengan adanya data dukung yang kurang lengkap kemudian adanya
keterlambatan data dukung yang menyebabkan adanya pemblokiran
anggaran, dari blokir anggaran akan meyebabkan proses buka blokir yang
membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga dari hal tersebut berakibat
pelaksanaan anggaran tertunda dan penyerapan anggaran juga akan
mengalami keterlambatan dan menumpuk di akhir tahun,
Faktor pengadaan Barang dan Jasa, permasalahan pengadaan barang dan jasa
biasanya terkait dengan pemenuhan berkas-berkas pertanggungjawaban
kegiatan, pemenuhan berkas-berkas ini sebenarnya tergantung dari
komunikasi antara pelaksana kegiatan dengan pihak penyedia, jika
komunikasinya bagus maka pertanggungjawaban berkas-berkas tidak akan
mengalami kendala dan hambatan. Selain itu jika adanya permasalahan
keterlambatan berkas dan berkas tidak bisa masuk ke KPPN maka terdapat
solusi alternative dimana proses pembayarannya menggunakan metode
Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Faktor pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh terhadap terhadap
penumpukan penyerapan anggaran akhir tahun, hal ini dikarenakan belum
semua penyedia barang dan jasa faham terhadap kelengkapan berkas-berkas
pertanggungjawaban  sehingga dalam  pelaksanaannya mengalami
keterlambatan, dari keterlambatan itu berakibat adanya perubahan
mekanisme pembayaran dari LS ke pihak ketiga berubah menjadi TUP
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dimana pengajuan TUP tidak setiap satu bulan satu kali, sehingga kegiatan

sudah selesai namum pembayaran atau realisasi bisa mundur satu atau dua

bulan kedepan

4.  Faktor Sumber Daya Manusia, masalah terkait Sumber Daya Manusia ini
terjadi karena adanya perbedaan keahlian atau kompetensi masing-masing
pengelola keuangan yang seringnya melakukan diskusi dahulu dalam
menentukan mekanisme pembayaran, adanya pengelola keuangan yang
kurang cekatan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi keuangan sehingga
mengakibatkan keterlambatan dalam memproses berkas-berkas keuangan
yang berakibat tidak diterimanya berkas-berkas di Biro umum dan proses
pengajuan SPM menunggu berkas selesai dan lengkap.

Faktor Sumber Daya Manusia juga berpengaruh karena kecepatan dan
ketepatan dalam pemenuhan berkas pertanggungjawaban berpengaruh besar
terhadap penumpukan diatas, selain itu dari faktor SDM khususnya
penanggungjawab kegiatan harus mempunyai kompetensi dalam bidang
keuangan dan anggaran karena hal ini akan berpengaruh pada proses
pengajuan keuangan,

Dari uraian diatas, terkait dengan penelitian analisis faktor-faktor yang
menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran akhir tahun di Biro SDM
Aparatur dan Organisasi tahun 2022 jika dirinci dari empat faktor yaitu
Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta
sumber daya manusia berpengaruh terhadap penumpukan penyerapan anggaran
dengan masing-masing permasalahannya.

Selain dari empat faktor yang sudah penulis jabarkan diatas, penulis melihat
adanya pengaruh lain yang menjadipermasalahan saat melakukan penelitian, dari
wawancara yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat dimana pada tahun
2022 setelah DIPA disahkan ternyata ada surat mengenai pemblokiran mandiri atau
AA, dari kebijakan kementerian keuangan ini akhirnya pelaksana kegiatan dan
penanggungjawab kegiatan lebih fokus pada pembahasan terkait kegiatan-kegiatan
yang harus diblokir atau tidak, kemudian juga lebih menunggu apakah ada proses
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blokir lagi kedepannya, hal ini tentunya sangat berpengaruh pada realisasi akhir
tahun 2022, jika peneliti menyimpulkan maka adanya faktor lain yang
menyebabkan penumpukan relaisasi akhir tahun pada Biro SDM aparatur dan

Organisasi yaitu adanya kebijakan nasional atau kebijakan ekternal.

B. Saran
Dari penelitian yang sudah dilaksanakan terkait faktor-faktor yang
menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran pada Biro SDM Aparatur dan
Organisasi tahun 2022 dan kesimpulan yang sudah peneliti sampaikan diatas maka
peneliti memberikan saran-saran agar kedepannya tidak terjadi penumpukan
penyerapan anggaran di akhir tahun atau mengurangi penumpukan penyerapan
akhir tahun sebagai berikut:
1.  Aspek Perencanaan Anggaran,
Keterlibatan dari pimpinan secara langsung pada saat penyusunan anggaran
dan pemenuhan data dukungnya, sebaiknya dibuat jadwal palang/rencana
kegiatan masing-masing penangggungjawab kegiatan, dan rencana penarikan
dana disesuaikan pada bulan pelaksanaan kegiatan,
2. Aspek Pelaksanaan Anggaran,
Konsistensi penanggungjawab atau pelaksana kegiatan dalam hal pencapaian
target dan realisasi setiap bulannya, mengurangi intensitas revisi anggaran
setiap tahun agar tidak mengurangi penilaian kinerja anggaran (IKPA), dan
dibuatkan checklist berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan sebelum
pengajuan pencairan dana, serta kesepakatan antara pengelola keuangan
bagian dengan pengelola keuangan satker dalam hal pemilihan metode
pembayaran.
3. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa,
Informasi daftar pengadaan barang jasa dan rencana pelaksanaannya perlu
dikoordinasikan dengan pejabat pengadaan sehingga memudahkan pelaksana
kegiatan dengan pejabat pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan
kontrak ataupun Surat Perjanjian Kerja
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Aspek Sumber Daya manusia,

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai pengelola keuangan, anggaran dan
pengadaan barang dan jasa diikutkan diklat-diklat teknis, regenerasi bagi
pelaksana keuangan dan anggaran, perputaran kerja /rolling system pegawai
khususnya pengelola keuangan setiap 3 tahun sekali agar pegawai tidak

mengalami kejenuhan dalam satu bidang pekerjaan.
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